
L E M B A R A N  D A E R A H  
KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2008 SERI D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu 
ditindak-lanjuti dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4310);
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4937), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4690);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Pengganggaran dan Pertanggungjawaban, Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD dan DPRD;

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat 
DPRD;

9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk 
mendapatkan penghormatan, perlakukan dan tata tempat dalam acara resmi atau 
pertemuan resmi;

10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi 
yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. 
Sehubungan dengan penghomatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan 
atau kedudukannya dalam negara pemerintahan atau masyarakat;
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11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh 
pemerintah Daerah atau Lembga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat 
pemerintah daerah serta undangan lainnya;

12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara 
kenegaraan;

13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat 
pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam 
acara kenegaraan atau acara resmi;

14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi 
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh 
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

15. Uang representatif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan 
Anggota DPRD;

16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota DPRD;

18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 
sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah 
atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat 
Kelengkapan lainnya;

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, 
rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan jabatan, pakaian 
dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan pengurusan jenazah;

20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka 
mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD;

21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang diserahkan bagi 
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
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22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat;

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

24. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu 
dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas 
tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

26. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau Badan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pertama 
Acara Resmi 

Pasal 2
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara 

resmi.
(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah.
b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah.
c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah

Bagian Kedua 
Tata Tempat 

Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut:
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat 

Instansi Vertikal lainnya atau disesuaikan dengan kondisi;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya 

yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau 
Satuan Kerja Daerah lainnya.
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Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah 

kanan Ketua DPRD.
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e. Sekretaris DPRD Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5
Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:
a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan 

Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan 

pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah;

e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di 
sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan Kondisi Ruangan Rapat;
g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di 

sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah 

kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6
Tata tempat dalam Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan 

Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah 

disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah 

kiri Kepala Daerah;
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d. Pimpinan DPRD yang lama dan Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk 
duduk di tempat yang telah disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah 

disediakan; dan
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7
Tata tempat dalam acara Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil- 
wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:
a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di 

tempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga 
Tata Upacara 

Pasal 8
(1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan 

upacara bendera;
(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara 

resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat 
Tata Penghormatan 

Pasal 9
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan 

penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah;
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pertama 
Penghasilan 

Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri d a ri:
a. Uang Representasi;
b. Uang Paket;
c. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
e. Tunjangan Komisi;
f. Tunjangan Panitia Anggaran;
g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 11
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

Pasal 12
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi;
(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Kepala Daerah yang 

ditetapkan pemerintah;
(3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) 

dari uang representasi Ketua DPRD;
(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) 

dari uang representasi Ketua DPRD;
(5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama 
dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per 

seratus) dari uang representase yang bersangkutan;
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Pasal 14
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
(2) Tunjagan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus 

empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi;
Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi 
atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang 
diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut;
a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua 

DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 16
(1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Tinggi;
b. Sedang;
c. Rendah.

(3) Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD diberikan paling 
banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;

(4) Apabila kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;

(5) Apabila kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD;

(6) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan 
daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai 
Negeri Sipil Daerah (PNSD);
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(7) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas 
Pendapatan Asli Daerah ditambah dana bagi hasil Dana Alokasi Umum;

(8) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas gaji dan 
tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 
jabatan, tunjangan beras, dan tumjan pajangan pajak penghasilan (PPh pasal 
21);

(9) Data yang digunakan sebagaimana dasar perhitungan kemampuan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Data Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran 
berjalan/berkenaan;

(10) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) dilakukan oleh Tima Anggaran Pemerintah Daerah;

(11) Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Di atas Rp.400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan 

pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
b. Antara Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) sampai dengan 

Rp.400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada 
kemampuan keuangan daerah sedang;

c. Di bawah Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan 
pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 17
(1) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan 

sebagaimana dimaksud di dalam pasal 10 dibebankan pada APBD;
(2) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan kepada yang bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunang-Undnagan dibidang perpajakan.

Bagian Kedua 
Tunjangan Kesejahteraan 

Pasal 18
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan 

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan 

kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
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(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada 
lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan usulan DPRD;

Pasal 19
(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 rumah jabatan beserta 

perlengkapannya dan 1 unit kendaraan Dinas Jabatan;
(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan 

Dinas Jabatan dibebankan pada APBD;
(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib 

mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas 
dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan 
sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20
(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta 

perlengkapannya;
(2) Belanja pemeliharaan rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada 

APBD;
(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib 

mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik 
kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 
pemberhentian.

Pasal 21
Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah Dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa-
belikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan
atau status hukumnya.

Pasal 22
(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan 

Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang 
sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
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Pasal 23
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas;
(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:
a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal 

dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali 
uang representasi;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
Bagian Ketiga 

Uang Jasa Pengabdian 
Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya 
diberikan uang jasa pengabdian;

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan 
ketentuan:
a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan

diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1

(satu) bulan uang representasi;
c. Masa bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) 

bulan uang representasi;
d. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) 

bulan uang representasi;
e. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 

(empat) bulan uang representasi;
f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 

setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa 

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli 
warisnya;
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(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26
(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, 

fungsi dan wewenang DPRD;
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
Pasal 27

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 26 kepada Pimpinan 
DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional (BPO) setiap bulan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28
(1) Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi BPO Pimpinan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 27 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang
representase seluruh Wakil Ketua DPRD;

(2) Apabila kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang 
representasi Ketua DPRD ditambah Th  (dua seperdua) kali jumlah uang 
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

(3) Apabila kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang
representasi Ketua DPRD ditambah Vh (satu seperdua) kali jumlah uang 
representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 29
Penggunaan BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berdasarkan 
pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan 
efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 30
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO 
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 27 ditetapkan 
dengan Peratuan/Keputusan Kepala Daerah sesuai kemampuan, Keuangan Daerah.

Bagian Organisasi dan Hukum Setda Kabupaten Buton Utara Halaman 14 dari 19



BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD 

Pasal 31

(1) Sekteratis DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri 
atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan 
kesejahteraan, serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke 
dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkan daerah Sekretariat 
DPRD;

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal
11, pasal 19, pasal 23, dan pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD;

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 20, serta belanja 
penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke 
dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja modal.

(4) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

(5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Negara;

(6) Penganggaran dan pertanggungjawaban BPO di Pimpinan DPRD diatur dengan 
peraturan Kepala Daerah.

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 32
(1) Dalam hal terjadi permasalahan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai 
aturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penepatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a 
Pada tanggal 24 April 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd 

K A S I M ,  SH

Diundangkan di B u r a n g a 
pada tanggal April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 050032105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 1
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2008 

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUATEN BUTON UTARA

Umum
Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara pada hakekatnya 
dimaksudkan untuk menyesuaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus untuk lebih menjamin adanya 
kepastian dan ketertiban hukum, perubahan tersebut dalam rangka mendorong 
peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain 
penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota 
DPRD, dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur pemberian Tunjangan 
Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk Peningkatan Kinerja 
Pimpinan dan Anggota DPRD. Khusus kegiatan Operasional Pimpinan DPRD 
diberikan Dana Operasional setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional 
berkaitan dengan Representase Pelayanan dan Kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selajutnya disingkat TKI adalah uang 

yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
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2. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut 
BPO Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD 
setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

3. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu 
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
pada setiap klaster.

4. Pengganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

5. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya 
yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota 
DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 29, 30, 31, 32, 33 Cukup jelas
Pasal 25 ayat (1) yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penganggaran yang 
berisi Program dan Kegiatan SKPD serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) yang dimaksud dengan uraian ke dalam jenis belanja

adalah sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja 

gaji dan tunjangan, PNS Sekretariat DPRD sesuai
dengan pangkat/golongan dan jabatan serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangan.
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b. Belanja Barang dan Jasa yaitu
pembelian/pengadaan barang yang masa 
manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan 
pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan 
Pemerintahan, mencakup barang pakai habis 
kantor/material, jasa kantor, pembayaran premi
asuransi kesehatan dan general check-up, makanan 
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta 
perjalanan dinas.
Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan 
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka 
melaksanakan tugasnya atas nama lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah 
maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan 
dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri 
Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 
pembangunan sarana dan prasarana untuk
menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 
bulan, seperti tanah, dan mesin, gedung dan 
bangunan, aset tetap lainnya.

Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008
NOMOR 1
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